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Jakarta, 15 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan 

Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (UU Kementerian Negara) pada Senin (15/1) pukul 15.30 WIB. Permohonan yang telah 

diregistrasi MK dengan nomor perkara 155/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh seorang konsultan 

pajak bernama Sangap Tua Ritonga. Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon juga 

menjelaskan profesinya yang lain sebagai kuasa hukum. 

Pada perbaikan permohonan ini, Pemohon yang sebelumnya mempersoalkan norma Pasal 5 dan 

Pasal 15, kini menguji norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 pada UU a quo. Pasal 5 

ayat (2) pada dasarnya mengatur tentang bidang-bidang yang termasuk urusan pemerintahan, 

salah satunya keuangan. Sedangkan, Pasal 6 menyatakan “Setiap urusan pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu 

Kementerian tersendiri. Terakhir, Pemohon mempermasalahkan Pasal 15 yang mengatur jumlah 

keseluruhan Kementerian, yaitu 34 (tiga puluh empat).   

Dalam permohonan awal, Pemohon sempat menyampaikan bahwa sejak tahun 2022, Direktorat 

[Jenderal] Pajak telah secara konsisten melakukan sosialisasi slogan “KEMENKEU SATU”. 

Menurutnya, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum karena 

amandemen ketiga UUD 1945 telah secara jelas memisahkan pengaturan pajak dari pengaturan 

keuangan melalui Pasal 23A.  

Hal ini ditegaskan kembali oleh Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa 

(12/12/23) lalu. Pemohon menyampaikan bahwa penyatuan treasury dan fungsi penerimaan 

negara dalam satu komando [Kementerian Keuangan] berpotensi menimbulkan persoalan 

kebijakan. Hal tersebut diyakini akan membebani klien Pemohon dan Pemohon sendiri selaku 

konsultan pajak. Pada petitum, Pemohon mengharapkan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak 

dari Kementerian Keuangan untuk memisahkan fungsi penerimaan negara dari perbendaharan 

negara. (RA/FY) 
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